PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

JL. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594; Fax. (0548) 20598

Website : dpmptsp.bontangkota.go.id; E-Mail: dpmptsp@bontangkota.qo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

NOMOR ; 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA BONTANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bontang Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bontang;

Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bontang Tahun 2021 - 2026.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);


mailto:dpmptsp@bontanqkota.qo.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota
Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Bontang Tahun 2021-2026; serta

Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bontang.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
Nomor : 25Tahun 2022

Tanggal : 04 April 2022
Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bontang
A.  Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
B. Tugas . Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizin.
Serta Penanaman Modal
C. Fungsi:

a) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal,

b) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

c) Perumusan, perencanaan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf dilingkungan dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d) Pelaksanaan pelaporan tugas dinas sebagai pertanggungjawaban;

e) Pemberian saran dan pertimbangan pada Walikota; serta

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



No.

D.

Indikator Kinerja Utama (IKU):

Kinerja Utama/Outeome/Tujuan/Sasaran

TUJUAN:

Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Kinerja

Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN:

a) . Meningkatnya Nilai SAKIP DPMPTSHMilai Reformasi Birokrasi Dinas

b) . Meningkatnya Nilai RB DPMPTSP Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

TUJUAN: Pertumbuhan Nilai Investasi:

Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif 1 _ Jumlah Nilai Investasi Berskala

SASARAN:
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan
PMA

TUJUAN:
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima

SASARAN:
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Nasional (PMDN) Rp. X (000.000,00)

2) . Jumlah Nilai Investasi Bersakala
Nasional (PMA) $ X (000,00)

3) . Nilai Realisasi Investasi PMDN dai)

PMA

4) . Peningkatan Jumlah Investor
Berskala Nasional PMDN dan PMA

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penjelasan / Form Perhitungan

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) . Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN
Rumus : Jumlah nilai investasi Dada tahun (n) x 100%
Target nilai investasi pada tahun (n)
2) .Jumlah nilai investasi berskala nasional PM

Rumus :Jumlah nilai investasi oada tahun (n) x 100%
Target nilai investasi pada tahun (n)

.Jumlah nilai realisasi investasi PMDN dan PMA

4) .Jumlah investor berskala nasional PMDN dan PMA

Total nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

NRR per unsur * Jumlah nilai per unsur dibagijumlah

kuesioner yang terisi

Nilai tertimbang = NRR per unsur x 0,111 per unsur

IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25

(Catatan :

4- NRR = Nilai Rata-Rata (diambil darijumlah nilai unsur
1s/d 9)
U1 s/d 9 = Unsur-Unsur Pelayanan
Penilaian Pelayanan)

(ada 9 Unsur

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sumber Data

Laporan hasil evaluasi SAKIP
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dari Inspektorat Daerah

Laporan hasil evaluasi
Reformasi Birokrasi Dinas
Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dari Inspektorat Daerah

OSS RBA

OSS RBA

Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM)
Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM)

Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)

Bontang

Kepala Dinas,

ASDAR IBRAHIM

Penanggung
Jawab

Sekretariat

DPMPTSP

Bidang Penanaman

Modal

Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non

Perizinan
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